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The Role of Cooperatives and MSMEs in Encouraging Financial Inclusion in Rural Communities

Abstract. Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in promoting financial inclusion in rural communities. MSMEs have demonstrated resilience during economic crises but still face significant challenges, particularly in terms of capital and marketing. Financial inclusion serves as a solution to improve MSMEs' access to financial services through both conventional and digital institutions. As community-based financial institutions, cooperatives have the advantage of providing inclusive financial services through savings and loans systems, financial education, and mutual economic support. The financial inclusion model implemented by cooperatives not only expands financial access for low-income communities but also strengthens local economic independence. This article analyzes cooperative strategies for enhancing financial accessibility, including their adaptation to financial technology to accelerate MSME financial inclusion. The study findings indicate that strengthening cooperative institutions and integrating them into the national financial system are crucial steps in ensuring the sustainable role of cooperatives and MSMEs in regional economic development.

Keywords: Financial Inclusion, Cooperatives, MSMEs, Capital, Financial technology, Rural economy.

Abstrak. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan di masyarakat pedesaan. UMKM terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek permodalan dan pemasaran. Inklusi keuangan menjadi solusi dalam meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan, baik melalui lembaga konvensional maupun digital. Koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas memiliki keunggulan dalam menyediakan layanan finansial inklusif melalui sistem simpan pinjam, pendidikan keuangan, dan dukungan ekonomi berbasis gotong royong. Model inklusi keuangan yang diterapkan oleh koperasi tidak hanya memperluas akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Artikel ini menganalisis strategi koperasi dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan, termasuk adaptasi terhadap teknologi finansial untuk mempercepat inklusi keuangan UMKM. Hasil studi menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan koperasi serta integrasi dalam sistem keuangan nasional merupakan langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan peran koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Koperasi, UMKM, Permodalan, Teknologi finansial, Ekonomi Pedesaan.

PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia mampu bertahan di tengah krisis yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997, dan bahkan sampai sekarang. Perkembangan UMKM masih terhambat sejumlah persoalan, yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu lemah pada segi permodalan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal berupa masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Untuk menanggapi persoalan tersebut terutama dari segi permodalan dan pemasaran, terdapat satu model yang bernama “Inklusi Keuangan”. Inklusi Keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan.
Inklusi Keuangan tidak hanya sekadar memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal, tetapi juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan, mendorong partisipasi ekonomi, dan memperkuat ekosistem bisnis UMKM. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jaringan pasar. Selain itu, digitalisasi layanan keuangan, seperti fintech dan perbankan digital, turut berkontribusi dalam mempercepat proses transaksi serta mengurangi hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala bagi UMKM di daerah terpencil. Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem inklusi keuangan dengan menyediakan kebijakan yang mendukung, infrastruktur yang memadai, serta edukasi keuangan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, inklusi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi bagi UMKM tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global.
Namun, pemanfaatan model ini masih sangat sedikit di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 yang menyebutkan bahwa 62% rumah tangga baik konsumsi maupun produksi tidak memiliki tabungan sama sekali. Menurut World Bank, kondisi tersebut juga dialami di daerah perdesaan dan bahkan lebih parah lagi. Pemanfaatan lembaga keuangan oleh masyarakat masih sangat minim, terutama untuk mengembangkan usahanya (UMKM). Permasalahan utama dalam UMKM adalah dalam hal permodalan dan pemasaran. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model Inklusi Keuangan. [footnoteRef:1] [1:  Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model inklusi keuangan pada UMKM berbasis pedesaan. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 6(2).] 

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat setempat, karena koperasi: Posisi sebagai pemain penting dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan kerja terbesar, berperan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi regional dan penguatan sosial, serta menciptakan pasar baru dan sumber inovasi, berkontribusi dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.[footnoteRef:2] Fungsi maupun peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara Indonesia lumayan banyak dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan perannya dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini.[footnoteRef:3] [2:  Hasan, L., & Perkasa, R. D. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Genta Mulia, 14(1).]  [3:  Putri, F. P. (2011). Peran Koperasi Terhadap Peningkatan Modal Pada UMKM Untuk Memerangi Kemiskinan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.] 


METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, men catat serta mengolah bahan penelitian. Empat ciri utama dalam penelitian studi pustaka yaitu : Pertama, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti mem- peroleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilaku- kan dengan cara menelaah dan/atau mengembangkan beberapa bahan pustaka seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.[footnoteRef:4] [4:  Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(1), 73-84.
] 


HASIL DAN PEMBAHASAN
Finansial inklusif adalah pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk bagian segmen yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah masyarakat. Mengacu pada definisi tersebut, koperasi sesungguhnya telah berperan sebagai lembaga finansial inklusif. Secara idea lbahwa kehadiran dan peranan koperasi sejalan dengan hakikat demokrasi ekonomi menurut UUD 1945. Demokrasi ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945 adalah kemakmuran rakyat lebih utama daripada kemakmuran orang seorang, cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karakteristik koperasi sebagai lembaga finansial inklusif terlihat dari kepemilikan dan prinsip koperasi, pelayanan koperasi, dan manfaat koperasi.
Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat aksesibilitas keuangan di komunitas pedesaan karena mampu menyediakan layanan keuangan yang mudah dijangkau, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dibentuk dan dikelola oleh masyarakat setempat, koperasi memahami konteks ekonomi lokal dan menyediakan pinjaman dengan persyaratan fleksibel serta bunga rendah. Selain itu, koperasi berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui pelatihan serta kegiatan simpan pinjam, yang mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dengan prinsip gotong royong, koperasi memperkuat solidaritas sosial dan mengembalikan keuntungan ke komunitas, bukan kepada investor eksternal. Produk keuangan yang fleksibel juga memungkinkan koperasi menyesuaikan layanan dengan siklus ekonomi pedesaan, seperti musim panen atau kebutuhan pendidikan. Keseluruhan keunggulan ini menjadikan koperasi sebagai sarana efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan.
Peningkatan inklusi keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengacu pada praktik terbaik di beberapa Negara, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai, antara lain:
1. Mengembangkan lembaga keuangan mikro, seperti: Grameen Bank di Banglades dan Banco Sol di Bolivia.
2. Mengubah atau menugaskan bank pemerintah, seperti: BRI Unit, SFIs di Thailand, dan Banca la Opportunidades di Kolumbia.
3. Mengembangkan agen perbankan, seperti: Banco Wal-Mart di Meksiko, Peru dan Brazil.
4. Mengembangkan mobile banking dan smart money, sehingga lembaga keuangan mikro dan bank pedesaan di Philipina dapat memberikan layanan keuangan melalui mobile banking.
5. Mengembangkan fnancial identity yang dapat mencatat identitas nasabah beserta sejarah transaksi keuangan dan potensi kemampuan keuangan nasabah. Pola identitas keuangan ini telah dikembangkan di Uganda dan India.
6. Mengembangkan model perlindungan konsumen sebagaimana yang dikembangkan oleh Malaysia melalui Agensi Kaunseling dan pengurusan kredit.
Peningkatan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui koperasi memerlukan upaya: (1) pengembangan basis data potensi keuangan anggota koperasi dan sejarah transaksinya dengan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, (2) merevitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan, dan (3) pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional termasuk dengan perbankan. Pengintegrasian koperasi dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan koperasi. Perlu segera ditata standar minimal pelayanan koperasi dan mekanisme pengawasannya yang berterima di kalangan perbankan nasional.[footnoteRef:5] [5:  Rafsanjani, H. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 19-40.] 

Inklusi keuangan merupakan bagian integral dari literasi keuangan, di mana literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman teoritis, sedangkan inklusi keuangan lebih menekankan pada pemahaman edukatif dan praktis terhadap setiap produk dan layanan keuangan. Inklusi keuangan dibutuhkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap proses bisnisnya, mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi produk. Salah satu faktor penting yang menunjang kelangsungan dan pengembangan suatu bisnis adalah ketersediaan permodalan. Namun, masalah klasik yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha serta kurangnya akses terhadap strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan.
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara mempermudah akses terhadap layanan lembaga keuangan, baik konvensional maupun berbasis digital. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi, serta fintech memiliki peran strategis dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dengan dukungan teknologi digital, kini pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan platform pinjaman online, e-wallet, maupun layanan perbankan digital untuk mengakses modal dengan lebih cepat dan efisien. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan ini akan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan setiap proses bisnisnya. Selain itu, inklusi keuangan yang baik juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih sadar terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, penggunaan dana secara bijak, serta pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional berbasis data keuangan yang valid.[footnoteRef:6] [6:  Timuneno, A. Y. W., Malut, M. G., Dara, R. R., & Latuheru, G. R. (2023). Analisis Kontribusi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor UMKM Di Kota Kupang. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2), 1540-1552.
] 

Dalam rangka pemberdayaan UKM pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kemitraan, antara lain: PP No.44/1997 tentang Kemitraan. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan. Selanjutnya, diterbitkan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Dalam memberdayakan UKM perlu diperhatikan permasalahan yang dihadapi UKM itu sendiri. Dalam Lampiran Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, pada buku II Bab III disebutkan tentang permasalahan UMKM, antara lain:
a. Permasalahan belum kondusifnya iklim usaha: Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam menjalankan usahanya, termasuk tantangan untuk berkompetensi dan berkompetisi dalam persaingan pasar global yang cukup berat. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Koperasi dan UMKM dalam periode 5 tahun ke depan masih menghadapi masalah yang terkait belum kondusifnya iklim usaha sebagai akibat: (1) belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang direncanakan dan diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga; (2) adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi; (3) keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM; serta (4) kurangnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan: (1) terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam satu program nasional sebagai Langkah strategis pemanduan dan penyelarasan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang mengandalkan kehidupan dari koperasi dan kegiatan UMKM; (2) terwujudnya paradigma pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif, bisnis oriented, dan partisipatif; (3) terwujudnya birokrasi yang lebih efisien didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dari, oleh dan untuk masyarakat lokal; serta (4) meningkatkan peran lembaga- lembaga masyarakat pendukung koperasi dan UMKM.
b. Permasalahan pengembangan produk dan pemasaran: Koperasi dan UMKM masih menghadapi masalah dalam pengembangan produk dan pemasarannya. Permasalahan tersebut meliputi: (1) terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada teknologi dan lembaga litbang; (2) kurangnya kepedulian koperasi dan UMKM mengenai prasyarat mutu dan desain produk dan kebutuhan konsumen; (3) kurangnya insentif untuk berkembangnya Lembaga pendukung koperasi dan UMKM; (4) belum terbangunnya prinsip kemitraan dalam satu kesatuan struktur/strategi pengembangan usaha yang bersinergi sesuai dengan rantai nilai (value chain); serta (5) masih adanya gap dalam kebutuhan pertumbuhan UMKM yang tinggi dan ketersediaan sumberdaya.
c. Rendahnya kualitas SDM, dicirikan oleh: (a) belum dipertimbangkannya karakteristik wirausaha dalam pengembangan UMKM; (b) rendahnya kapasitas pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta mengelola koperasi; (c) masalah rendahnya motivasi dan budaya wirausaha mikro dalam membangun kepercayaan; serta (d) masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelola usaha.[footnoteRef:7] [7:  Hadi, D. P. (2015). Strategi pemberdayaan masyarakat pada usaha kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal dalam rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi kasus di PNPM-MP Kabupaten Kendal). Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(1).
] 


KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Koperasi, dengan prinsip gotong royong dan kepemilikan kolektif, menjadi salah satu solusi utama dalam menyediakan layanan keuangan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, inklusi keuangan terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dengan memperbaiki akses terhadap modal dan strategi pemasaran. Teknologi finansial juga berperan dalam mempercepat inklusi keuangan, memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan pinjaman digital, e-wallet, serta sistem perbankan berbasis teknologi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, kelembagaan koperasi yang belum terintegrasi dengan sistem keuangan nasional, serta terbatasnya dukungan kebijakan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan sistem koperasi, pemanfaatan teknologi digital, serta koordinasi kebijakan pemerintah menjadi langkah krusial dalam memastikan efektivitas inklusi keuangan bagi UMKM di pedesaan.

Saran
· Bagi Pemerintah: Untuk meningkatkan efektivitas inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan, pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Program literasi keuangan harus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya akses terhadap layanan keuangan formal, baik melalui koperasi maupun institusi perbankan. Selain itu, regulasi yang mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha perlu dikembangkan, termasuk insentif bagi koperasi yang berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi.
· Bagi Koperasi: Koperasi, sebagai salah satu pilar utama inklusi keuangan di daerah pedesaan, perlu memperbaiki sistem pengelolaannya agar lebih transparan dan efisien. Digitalisasi layanan koperasi akan meningkatkan aksesibilitas bagi anggotanya, terutama dalam hal pembiayaan dan simpan pinjam. Selain itu, koperasi juga memiliki peran dalam memberikan edukasi keuangan dan pelatihan usaha bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola bisnis dengan lebih baik dan mandiri secara finansial.
· Bagi Pelaku UMKM: Pelaku UMKM juga harus lebih aktif dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi agar mampu meningkatkan daya saing usaha mereka. Literasi keuangan yang lebih baik memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan menggunakan modal usaha secara efisien. Bergabung dengan koperasi atau komunitas bisnis dapat memberikan manfaat tambahan, seperti akses ke pasar yang lebih luas serta dukungan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Dengan langkah-langkah ini, inklusi keuangan dapat semakin diperkuat dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
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